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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA  

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara perbedaan agama sebagai alasan perceraian di 

Pengadilan Agama Kendari? 

2. Apakah patut Pemohon mengajukan Permohonan cerai sedangkan Pemohon telah 

keluar dari agama Islam? 

3. Apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama kendari? 

4. Mengapa mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian? 

5. Faktor-faktor yang melatar belakangi pemohon mengajukan cerai talak kepada 

istrinya dengan alasan perbedaan agama ? 

6. Apakah perlu ada agenda mediasi dalam perceraian dengan alasan perbedaan agama? 

7. Mengapa Dalam putusan perkara Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA Kdi, di putus dengan 

fasakh? 

8. Mengapa hak asuh diserahkan kepada istri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


